
PRESTDEN
REPUBLIK INDONES!A

PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

FrI PERUSA}IAAN LISTRIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalar, dan
meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Pcrusahaan Listrik Negara, perlu melai;ukan
penambahan pcnycrtaan modal Negara Republik
Indonesia ke dzrlam modal saham Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Pcrusahaan Listrik Negara yang berasal dari
pcngalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi
dan Sumbcr Daya Mineral yang pengadaaflflya
bcrsumbcr dari Anggaran Pcndapatan dan Belanja
Negara 'fahun Anggaran 199811999, 199912OOO, 2OO2,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 201o, 2011,
2012,2013, dan 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud datam huruf a dan untuk melaksanakan
ketcntuan Pasal 4 ay'at (4) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2OO3 Lenlang Badan Usaha Milik Negara, perlu
mcnctapkan Pcraturan Pemerintah'tentang Penambahan
Penycrtaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam
M<-rdal Saham Pe rusahaarn Perseroan (Persero) PT
Perusahaan Listrik Negara;
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1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahrrn 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a297);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2Ol8 tentang
Anggaran Pcndapatan clan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019 (Lembarar-r Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 6263);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara
pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 1 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indor're sia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2005 tentang 'lata Cara Penyertaan dan
Penatausahaan Modal Ncgara pada Badan Usaha Milik
Ncgara dan Pcrscroan Terbatas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 6006);

MEMUTUSKAN

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) Frt PERLTSAF{AAN LISTRTK NEGARA.
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Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan
penyertaan modal kc dalam modal saham Perusahaan
Perseroan (Persero) FT Perusahaan Listrik Negara yang
statusnya sebagai Perusahaan Pcrseroan (Persero) ditetapkan
berdasarkan Peraturan Pcmerintah Nomor 23 Tahun 1994
tent-ang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM)
Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Pasal 2

(1) Nilai penambahan penyertaan modal negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar
Rp4.028.229.7OO.959,00 (empat triiiun dua puluh
delapan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh
ratLls ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

(2) Pcnambahan pcnyertaan modal negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang
Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 199817999, 1999|2OOO, 2OO2, 2OO3, 2OO4,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2412, 2013,
dan 2015 dengan nncian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pcmerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.

mulai berlaku pada tanggal
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2Ol9

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

rtd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2079

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI9 NOMOR 161

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Hukum dan

undangan,

ttd
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